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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian 
informasi publik dalam mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Pemerintah Desa Talawaan memanfaatkan grup Facebook Ruang Informasi Pemerintah 
Desa Talawaan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, 
pembangunan, dan berbagai aktivitas pemerintahan kepada masyarakat. Meskipun 
demikian, informasi yang dipublikasikan masih didominasi oleh dokumentasi kegiatan, 
sedangkan informasi yang bersifat substantif, seperti hasil musyawarah desa, keputusan 
yang dihasilkan, serta informasi mengenai anggaran dan pelaksanaan pembangunan, belum 
disampaikan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum memperoleh 
informasi yang utuh mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa melalui media sosial. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi Pemerintah Desa Talawaan 
dalam penyampaian informasi publik melalui grup Facebook. Penelitian menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori transparansi menurut Trisakti yang meliputi 
keterbukaan informasi, kejelasan informasi, kemudahan akses informasi, relevansi informasi, 
dan kredibilitas informasi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan analisis data kualitatif Creswell 
(2014), yaitu pengorganisasian data, pembacaan data secara menyeluruh, pengkodean 
(coding), pengembangan tema, interpretasi data, hingga mencapai kejenuhan data (data 
saturation).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talawaan telah 
memanfaatkan grup Facebook sebagai media penyampaian informasi publik yang mudah 
diakses, memiliki kejelasan informasi, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta didukung 
oleh kredibilitas informasi yang baik. Namun demikian, transparansi dalam penyampaian 
informasi publik melalui grup Facebook belum sepenuhnya optimal karena informasi yang 
dipublikasikan masih lebih berfokus pada dokumentasi kegiatan dibandingkan penyampaian 
informasi yang bersifat substantif. Informasi mengenai hasil musyawarah desa, kebijakan 
yang dihasilkan, serta anggaran dan penggunaan dana pembangunan belum dipublikasikan 
secara lengkap. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Talawaan perlu mengoptimalkan 
pemanfaatan media sosial melalui penyampaian informasi yang lebih terbuka, lengkap, dan 
substantif agar mampu meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta kepercayaan 
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 

Kata Kunci: Transparansi, Informasi Publik, Facebook, Pemerintah Desa, Media Sosial. 
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Pendahuluan 
Pemerintah Desa Talawaan 

memanfaatkan media sosial dengan 
membentuk Grup Facebook “Ruang 
Informasi Pemerintah Desa Talawaan” 
sebagai sarana penyampaian 
informasi publik kepada masyarakat 
desa. Melalui grup tersebut, 
pemerintah desa menyampaikan 
berbagai informasi terkait kegiatan 
pemerintahan, kebijakan, program 
desa dan aktivitas pemerintahan. 
Keberadaan grup ini menunjukkan 
upaya pemerintah desa untuk 
menyesuaikan diri dengan 
perkembangan komunikasi digital dan 
membuka akses informasi yang lebih 
luas bagi masyarakat. 

Namun, keberadaan media sosial 
sebagai sarana penyampaian 
informasi publik tidak secara otomatis 
menjamin terciptanya proses 
komunikasi yang bermakna, dan 
transparan. Informasi yang 
disampaikan melalui media sosial 
dapat dilihat secara berbeda 

  
oleh masyarakat, tergantung 

bagaimana pemerintah desa dalam 
mengemas kejelasan pesan, dan 
relevansi informasi. Dalam konteks 
penyelenggaraan pemerintahan desa, 
penggunaan media sosial semestinya 
menjadi instrumen strategis untuk 
menyampaikan informasi kebijakan, 
arah pembangunan, serta 
pelaksanaan program desa secara 
terbuka. Namun secara faktual di 
lapangan menunjukan bahwa 
informasi yang dipublikasikan melalui 
grup masih cenderung menampilkan 
kegiatan kegiatan bersifat seremonial, 
dan belum sepenuhnya mencerminkan 
substansi mengenai kebijakan dan 
program desa. Kondisi ini menunjukan 
bahwa informasi yang disampaikan 

sebagian unggahan lebih menekankan 
dokumentasi kegiatan, seperti laporan 
aktivitas pemerintahan atau publikasi 
kegiatan seremonial, tanpa penjelasan 
yang memadai mengenai tujuan 
kebijakan, dasar pengambilan 
keputusan, maupun implikasi program 
terhadap masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan bahwa praktik 
penyampaian informasi belum 
sepenuhnya menampilkan dimensi 
substantif dari transparansi 
pemerintahan desa. Dampak dari 
praktik tersebut terlihat pada respons 
masyarakat yang beragam. 

Sebagian masyarakat 
memberikan tanggapan aktif, 
sementara sebagian lainnya 
cenderung pasif atau tidak merespons. 
Variasi ini bukan semata-mata 
persoalan partisipasi masyarakat, 
melainkan dapat mencerminkan 
bagaimana informasi tersebut 
dipahami, dinilai, dan dipercaya. 
Dengan kata lain, perbedaan 
pemaknaan masyarakat merupakan 
hasil dari bagaimana informasi itu 
disajikan oleh pemerintah desa. 

Permasalahan nyata yang muncul 
bukan terletak pada keberadaan media 
sosial sebagai sarana komunikasi, 
melainkan pada kualitas praktik 
penyampaian informasi yang dilakukan 
pemerintah desa. Apabila informasi 
belum sepenuhnya memuat substansi 
kebijakan dan program secara jelas, 
maka transparansi yang diharapkan 
dalam penyelenggaraan  
pemerintahan  desa  berpotensi  tidak  
tercapai  secara  optimal. 

  
Permasalahan ini menjadi hal 

penting untuk dikaji karena 
transparansi pemerintahan desa tidak 
hanya ditentukan oleh seberapa sering 
informasi disampaikan, tetapi juga 



Jurnal Governance (4), 3, 2026 
 

3 
 

bagaimana informasi tersebut dilihat, 
dipahami oleh masyarakat. Informasi 
yang disampaikan secara rutin tetapi 
tidak jelas, tidak relevan, atau tidak 
dipercaya oleh masyarakat berpotensi 
gagal menjalankan fungsi 
transparansi. Sebaliknya, proses 
penyampaian informasi yang 
bermakna jelas, relevan, dan kredibel 
dapat mendorong masyarakat untuk 
lebih memahami kebijakan pemerintah 
desa dan terlibat dalam proses 
pemerintahan. 

Selain itu, partisipasi masyarakat 
desa dalam ruang digital tidak dapat 
dipahami semata-mata dari jumlah 
respons atau interaksi yang terlihat di 
media sosial. Partisipasi juga berkaitan 
dengan bagaimana masyarakat 
memaknai keterlibatan mereka dalam 
merespons informasi pemerintah desa, 
serta sejauh mana praktik 
penyampaian informasi pemerintah 
desa berlangsung dianggap bermakna 
dan dipahami oleh warga. Sejauh ini, 
kajian mengenai transparansi 
pemerintahan desa umumnya 
menekankan aspek normatif dan 
administratif, sementara bagaimana 
transparansi tersebut dilaksanakan 
dengan baik dan akuntabel oleh 
pemerintah desa melalui praktik 
penyampaian informasi di media sosial 
desa belum banyak dikaji secara 
mendalam. 

 
Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kualitatif. Penelitian 
ini dilaksanakan di Desa Talawaan, 
Kecamatan Talawaan, Kabupaten 
Minahasa Utara. Pemilihan lokasi 
penelitian dilakukan secara terencana 
(purposive) dengan pertimbangan 
bahwa Pemerintah Desa Talawaan 
secara aktif memanfaatkan media 
sosial, khususnya melalui Grup 
Facebook “Ruang Informasi 

Pemerintah Desa Talawaan”, sebagai 
sarana penyampaian informasi publik 
kepada masyarakat desa. 
Fokus penelitian ini diarahkan pada 
praktik penyampaian informasi publik 
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 
Talawaan melalui Grup Facebook 
“Ruang Informasi Pemerintah Desa 
Talawaan”, serta bagaimana praktik 
tersebut dilihat dan dimaknai oleh 
masyarakat dalam konteks 
transparansi pemerintahan desa. 
Meskipun penelitian ini juga menggali 
persepsi masyarakat, titik tekan utama 
tetap berada pada praktik yang 
dilakukan oleh pemerintah desa 
sebagai aktor penyelenggara 
pemerintahan. 
Dalam penelitian ini, transparansi tidak 
dipahami sebatas pada keberadaan 
media sosial sebagai saluran 
komunikasi, melainkan sebagai 
kualitas praktik penyampaian informasi 
yang dilakukan pemerintah desa. Oleh 
karena itu, fokus analisis dibangun 
berdasarkan aspek-aspek 
transparansi yang menjadi landasan 
teori penelitian, yaitu keterbukaan, 
kejelasan, relevansi, kemudahan 
akses, dan kredibilitas informasi. 
Teknik pengumpulan data merupakan 
cara yang digunakan oleh peneliti 
untuk mengumpulkan data-data 
penelitian dari sumber data yakni: 

1. Wawancara 
2. Observasi 
3. Dokumentasi 

Sumber data dalam penelitian ini 
Adalah data primer dan data sekunder. 
Analisis data kualitatif dilakukan secara 
induktif, dimana penelitian dimulai dari 
fakta empiris (observasi) bukan dari 
deduksi teori (pembangunan konsep). 
Peneliti melakukan penelitian langsung 
ke lapangan, data yang diperoleh 
dipelajari dan dianalisis serta 
ditafsirkan yang kemudian ditarik 
kesimpulan dari fenomena yang 
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didapat dari penelitian di lapangan. 
Analisis data memiliki beberapa 
prosedur, yaitu: reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data 
display), penarikan Kesimpulan. 
 
Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
diperoleh melalui wawancara, 
observasi, dan dokumentasi, 
transparansi Pemerintah Desa 
Talawaan dalam penyampaian 
informasi publik melalui grup Facebook 
“Ruang Informasi Pemerintah Desa 
Talawaan” menunjukkan adanya 
upaya pemerintah desa untuk 
menyesuaikan pola komunikasi 
pemerintahan dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi. 
Pemanfaatan media sosial tidak hanya 
digunakan sebagai sarana publikasi 
informasi kepada masyarakat, tetapi 
juga menjadi bagian dari strategi 
pemerintah desa dalam 
menyampaikan berbagai informasi 
publik secara lebih cepat, luas, dan 
mudah diakses oleh masyarakat. 
  
Penelitian ini berfokus pada 
transparansi penyampaian informasi 
yang berkaitan dengan kebijakan desa, 
program desa, dan aktivitas 
pemerintahan desa yang 
dipublikasikan melalui grup Facebook 
desa. Ketiga bentuk informasi tersebut 
merupakan bagian penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
karena berkaitan langsung dengan hak 
masyarakat untuk memperoleh 
informasi mengenai berbagai 
keputusan, kegiatan, dan program 
yang dilaksanakan oleh pemerintah 
desa. Melalui penyampaian informasi 
tersebut, masyarakat dapat 
mengetahui perkembangan 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
sekaligus melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas 
pemerintah desa. 
Dalam menganalisis transparansi 
penyampaian informasi tersebut, 
penelitian ini menggunakan tiga 
konteks utama, yaitu pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan. 
Ketiga konteks tersebut digunakan 
sebagai sudut pandang untuk melihat 
bagaimana transparansi dijalankan 
dalam berbagai bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Konteks pemerintahan digunakan 
untuk melihat transparansi informasi 
yang berkaitan dengan kebijakan, 
pelayanan, administrasi, dan aktivitas 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Konteks pembangunan digunakan 
untuk melihat transparansi informasi 
yang berkaitan dengan program dan 
kegiatan pembangunan desa. 
Sementara itu, konteks 
kemasyarakatan digunakan untuk 
melihat transparansi informasi yang 
berkaitan dengan kegiatan sosial, 
keagamaan, dan berbagai aktivitas 
masyarakat yang melibatkan 
pemerintah desa. 
Selanjutnya, transparansi dalam 
penelitian ini dianalisis menggunakan 
teori transparansi yang dikemukakan 
oleh Trisakti et al. (2022). Menurut teori 
tersebut, transparansi tidak hanya 
ditunjukkan melalui keterbukaan 
informasi, tetapi juga melalui kejelasan 
informasi, relevansi informasi, 
kemudahan akses informasi, dan 
kredibilitas 
  
informasi. Kelima aspek tersebut 
digunakan untuk menganalisis 
bagaimana Pemerintah Desa 
Talawaan menyampaikan informasi 
publik kepada masyarakat serta 
bagaimana masyarakat menilai 
transparansi yang dilakukan 
pemerintah desa melalui media sosial. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Pemerintah Desa Talawaan telah 
memanfaatkan media sosial sebagai 
sarana transparansi dalam 
menyampaikan berbagai informasi 
mengenai kebijakan, program, dan 
aktivitas pemerintahan kepada 
masyarakat. Pemanfaatan Facebook 
membantu pemerintah desa 
memperluas jangkauan informasi 
sehingga masyarakat dapat 
memperoleh informasi secara lebih 
cepat dibandingkan melalui pola 
komunikasi konvensional. Namun 
demikian, transparansi yang dijalankan 
tidak hanya berkaitan dengan 
tersedianya informasi bagi 
masyarakat, tetapi juga berkaitan 
dengan bagaimana informasi tersebut 
disampaikan, dipahami, dirasakan 
manfaatnya, diakses, dan dipercaya 
oleh masyarakat sebagai penerima 
informasi publik. 
Di sisi lain, hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa pemanfaatan 
media sosial dalam praktik 
transparansi Pemerintah Desa 
Talawaan masih lebih dominan 
digunakan sebagai media publikasi 
informasi daripada sebagai ruang 
dialog publik. Pemerintah desa secara 
aktif menyampaikan informasi kepada 
masyarakat, tetapi ketika muncul 
pertanyaan, tanggapan, atau 
perbedaan pandangan terhadap 
informasi tertentu, khususnya yang 
berkaitan dengan kebijakan dan 
pembangunan desa, pemerintah desa 
cenderung mengarahkan masyarakat 
untuk melakukan komunikasi secara 
langsung. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa transparansi 
yang dibangun pemerintah desa telah 
berkembang melalui pemanfaatan 
media digital, namun pola komunikasi 
yang terbentuk masih lebih 
menekankan penyampaian informasi 

dibandingkan interaksi dua arah 
melalui media sosial. 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, 
transparansi Pemerintah Desa 
Talawaan dalam penyampaian 
informasi kebijakan desa, program, 
dan aktivitas pemerintahan melalui 
grup Facebook ”Ruang Informasi 
Pemerintah Desa Talawaan” telah 
terlaksana melalui pemanfaatan media 
sosial sebagai sarana penyampaian 
informasi publik kepada masyarakat. 
Transparansi tersebut tercermin 
melalui aspek keterbukaan informasi, 
kejelasan informasi, relevansi 
informasi, kemudahan akses 
informasi, dan kredibilitas informasi. 
Pemanfaatan grup Facebook 
memberikan kemudahan bagi 
masyarakat untuk memperoleh 
informasi mengenai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, serta berbagai 
kegiatan kemasyarakatan secara lebih 
cepat dan mudah tanpa harus datang 
langsung ke kantor desa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
informasi yang dipublikasikan pada 
umumnya telah disampaikan dengan 
bahasa yang mudah dipahami, sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, 
mudah diakses melalui media sosial, 
serta didukung oleh dokumentasi 
kegiatan yang memperkuat kredibilitas 
informasi. Selain itu, pengelolaan 
informasi oleh Sekretaris Desa sebagai 
administrator grup Facebook turut 
mendukung penyampaian informasi 
kepada masyarakat melalui proses 
penyaringan dan publikasi informasi 
yang disesuaikan dengan kegiatan 
pemerintahan desa. 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, 
Pemerintah Desa Talawaan 
disarankan untuk mengoptimalkan 
transparansi informasi melalui grup 
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Facebook Ruang Informasi 
Pemerintah Desa Talawaan dengan 
tidak hanya mempublikasikan 
dokumentasi pelaksanaan kegiatan, 
tetapi juga menyampaikan informasi 
yang lebih substantif. Informasi yang 
dipublikasikan sebaiknya mencakup 
hasil atau keputusan musyawarah 
desa, perkembangan pelaksanaan 
program, serta informasi mengenai 
anggaran, sumber pendanaan, dan 
penggunaan dana pembangunan. 
Penyampaian informasi tersebut 
diharapkan dapat memberikan 
gambaran yang lebih utuh kepada 
masyarakat mengenai proses 
penyelenggaraan pemerintahan desa, 
sehingga masyarakat tidak hanya 
mengetahui bahwa suatu kegiatan 
telah dilaksanakan, tetapi juga 
memahami hasil dan manfaat dari 
kegiatan tersebut sebagai bagian dari 
penerapan prinsip transparansi. 
Selain itu, Pemerintah Desa Talawaan 
diharapkan terus mengoptimalkan 
pengelolaan grup Facebook sebagai 
media transparansi informasi publik 
dengan memastikan bahwa setiap 
informasi yang dipublikasikan 
memenuhi aspek keterbukaan, 
kejelasan, relevansi, kemudahan 
akses, dan kredibilitas informasi.. 
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